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LEMBA.RAN DAER.AH 

KABUPATEN KEBUMEN 
NOMOR:2 TAHON 2000 SERI:C NOHOR:1 

PERATURAN DAERAH KABUPA'rEN KEBUl1EN 

NOMOR 2 TA.HUN 2000 

TENTANG 

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN KERAS 

Henimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAH.A ESA 

BUPA'rI KEBUMEN 

a. bahwa minuman keras pada hakekatnya -
berten t-ansa.n dengan norma. age.ma dan 
susila. membahayakan kesehat,an .jasman{ 
clan rokhani. mengs.ncam kehidupan mae1~ 
depan generasi bangsa. de.pat menggang~ 
keamanan dan ketertiban maeyaraka"t- eerta ;,\ 
menjadi salah satu faktor ~erjadinya ' 
tindak kekerasan dan kriminalitaa 
sehingga perlu pengendalian dan pengawa-
5an · 

b. bahwa peraturan tentans minuman kerae 
yang ada ternyata tidak se.euai denaan 
aspiraai dan ciri khas maeyarakat. Kabu­
paten Kebumen yang religius. maka perlu 
menetapkan peraturan t.entang pengenda­
lian dan pengawasan minuman kerae; 





{ 

Hengingat 

... , 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan eebagai -
mana dimaksud dalam huruf a dan b perlu 
di tetapkan dengan f•eraturan Daerah. 

l. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ten -
tans Pembentukan Daerah-daerah Kabupa'ten 
dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah 
jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 
1950 : 

2. Undang-undang Nomor 8 
Hukum Acara Pidana 
Tahun 1981 Nomor 76. 
Negara Nomor 3209 

Tahun 1981 tentans 
( Lembaran Negara 
Tambahan Lembaran 

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 ten-c;ang 
Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 
1984 Nomor 22. Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3 ... 74 ; ; 

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 ten­
tang Kesehatan ( Lembaran Negara Tahun 
1992 Nomor 100. Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3495 ) ; 

5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang 
Pangan 1Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 
99. Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3656 ) ; 

6. Undans-undang Nomor 22 Tahun 1999 ten 
~ang Pemerintahan Daerah lLembaran 
Negara Tahun 1999 Nomor 6 0 . Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3839 , : 

/ ............a 
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7. Pera'turan P-emerint.ah Nomor 11 Tahun 1962 
tentang Perdagangan Barang-barang dalam 
Pengawaean ( Lembaran Negara Tahun 1962 
Nomor 46. Tambahan Lembaran Negara Nomor 
2473) : 

8. Peraturan Pemerintah 
tentang Koordinasi 
Vertikal di Daerah 
Tahun 1988 Nomor 10. 
Negara Nomor 33731 ~ 

Nomor 6 Tahun 1988 
Kegiatan Instansi 

, Lembaran Negara 
Tambahan Lembaran 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 
t,entang Izin Ueaha Industri l Lembaran 
Negara Tahun 1995 Nomor 25. Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3595, ~ 

10. Keputuaan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 
tentans Pengawasan dan Pengendalian 
Hinuman Beralkohol 

11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 -
tent.ang Teknik Penyusunan Peraturan 
Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan 
Undang-undang, Rancangan Peraturan 
Pemerintah dan Rancangan Keputusan 
Presiden; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 -
Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai 
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 
Daerah 

13. Peraturan Menteri Keeehatan Nomor 59 / -
Menkea/PER/II/1992 tentang Larangan 
Peredaran. Produksi dan Impor Minuman 
Kerae Yang Tidak Terdaf1:-ar pada Departe­
men Keeehatan; 
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14. Keputusan Menteri Perindustrian dan -
Perdagang·an Nomor 359/ MPP/ Kep/ 10/ 1997 
tentang f•engawasan dan Pensendalian 
Produksi. Impor, Pengedaran dan Pen­
jualan Minuman Beralkohol ; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Ting -
kat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1989 ten­
tang Pen]iridik Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Pemer intah Kabupaten Dae.rah 
Tingkat II Kebumen {Lembaran Daerah 
Kabupaten Daerah Tingkat I I Kebumen 
Nomor 7 Tahun 1989 ) ; 

16. Keputusan Dewan Perwa.kilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Kebumen Nomor 02 / KPTS--DPRD/ -
1999 tanggal 6 September 1999 tentang 
Peraturan Tata Tertib Dewan Perwaki lan 
Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen. 

Dengan Persetujuan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN 

l1 E M U T U S K A N 

- Menetapkan : .PER.i\TURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG 
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN HINDMAN KERAS. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimakaud 
dengan : 

a. Daerah adalah Kabupaten Kebumen. 



5 

b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah besert~ 
perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan~ 
Ekaekutif Daerah; 

c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kebumen; ' 

d. Maeyarakat adalah masyarakat Kabupaten Kebumen ' \ 

e. Hinuman Keras adalah semua jenis minuman beral -
kohol maupun tidak yang dapat membuat orang 
mabuk dan kecanduan; 

f. Industri Minuman Keras adalah Perusahaan Indus­
tri yang memprodukai Minuman Keras; 

·,--

g. Badan Usaha adalah suatu persekutuan usaha yang 
berbentuk Bad.an Hukum dan/ atau bentuk Perseku l"" 
tuan lainnya yang melakukan kegiatan bidan~ 
usaha Minuman Keras; \ 

h. Produkai adalah semua ueaha pembuatan Minuman -
Keras; 

i. Hengoplo s adalah mencampur, meramu dan/ atau me -
nyedu bahan-bahan tert.entu sehingga menjadi 
jenis minuman keras; 

j. Hengedarkan adalah menyalurkan, memasukkan atau 
mendistribusikan Minuman Keras; 

k. Mempe~dagangkan adalah memperjualbelikan Minuman 
Keras;: 

1. Menimbun adalah menyimpan Minuman Kerae dalam 
jumlah banyak; 

m. Henjamu adalah menyajikan Hinuman Kerae 
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n. Tempat Umum adalah tempat yang diperuntukkan un- , 
tuk umum atau tempat yans biaaa dikunjungi/ 
didatangi maayarakat; 

o. Pemerikeaan adalah ranskaian kegiatan untuk men­
cari. mengumpulkan dan mengelola data dan/ atau 
keteransan la.innya dalam rangka penyidikan, 
penuntutan~ pengendalian dan pengawaean terhadap 
eegala bentuk kegiatan yang berhubungan densan 
Minuman Keraa. 

BAB II 
PRODUK DAN GOLONGAN 

Bagian Pertama 
Produk 

Paaal 2 

(1) Minuman Keras atas produksi dan pembuatannya 
dapat dikelompokkan ke dalam 

a. Minuman Keras impor; 
b. Minuman Keras produksi dalam negeri; 
c. Minuman Keras produk:si tradisional ; 
d. Minuman Keraa hasil oplosan . 

(2) Semua produk Minuman Keras sebagaimana dimaksud 
ayat ( 1 ) , baik produk."3i ~ pengedaran, penjualan 
maupun penggunaannya di tetapkan sebasai bar~ms 
dalam pengendalian dan pengawasan ketat. 

Bagian Kedua 
Golongan 
Pasal 3 

Minuman KeraB beralkohol dikelompo.kksn dalam : 
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a. Minuman Keras golongan A yaitu Minuman Kerae de­
nsan kadar etanol (C2H50H) 1% {Batu persen> 
sampai dengan 5% (lima persenJ ; 

b. Minuman Keras solongan B yaitu Minuman Keraa de­
ngan kadar etanol (C2H50H) di atas 5% (lima 
persen) sampai dengan 20% (dua puluh peraen) ; 

c . Minuman Keras golongan C yaitu Minuman Keraa de­
nsan kadar etanol {C2H50H ) di atas 20% (dua 
puluh persen ) eampai dengan 55% (lima puluh lima 
pereen ) 

d. Minuman Keraa yang tidak termasuk ke dalam golo­
ngan A. B dan C termasuk di dalamnya Minuman 
Keras tradieional, basil oplosan atau enceran 
dam jeniB Minuman Keras lainnya. 

BAB III 
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN 

Bagian Pertama 
Pengendalian 

Pasal 4 

• ( 1 ) Dilarang memproduksi, mengedarkan , memperda -
gangkan, menimbum, menyimpan , mengoploa, 
menjamu dan/ atau meminum Minuman Kerae . 

(2) Siapapun dilarang membawa Minuman Keraa dan / 
atau membawa bahan baku Hinuman Keras dalam 
bentuk konsentrat sebagai barang bawaan. 

( 3 ) Lara.nsan eebagaimana dimaksud ayat, ( 1 ) dan ( 2 ) 
berlaku untuk 

a. di seluruh daerah Kabupaten Kebtunen; 
b. semua warga masyarakat Kabupaten Kebumen ; 
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c. semua warga magyarakat daerah lain dan/atau 
orang asing yang berada di Kabupaten Kebu­
men. 

Pasal 5 
''\ 

'\, 
Ueaha Industri dan usaha perdagangan Minuman - ',, 
Keras beralkohol yang mengandung rempah-rempah 
jamu dan sejen1snya diperkenankan khuaue untuk 
t.ujuan kesehatan atau pengobatan selama tidak 
memabukkan. 

( 2) Khuaus usa.ha Minuman Kera.a beralkohol eebagai­
mana dimaksud ayat { 1) , harus memenuhi keten-
tmm pereyaratan .eebagai berikut : \ ""·· 

a. Minuman Keras yang memiliki kandungan alko -
hol eetinggi tingginya 15% ( lima belae 
persen) ; 

b. bagi usahs indu.etri harus memiliki Surat 
Izin Usaha Induetri atau Surat Tanda Pendaf­
taran Industri Kecil (STPIK}/Tanda Daftar 

Ind~stri (TDI) ; . - '\ 

c. bagi usaha perdagangan waJib memiliki Surat 
Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan/atau Surat 
I z in Ueaha Perdagangan Minuman Kerae Beral­
kohol { SIUP MB) untuk perdagangan Minuman 
Keras golongan B dengan kandungan alkohol di 
atae 5% (lima pereen) , 

d. Izin Usaha sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat 
(2) huruf b dan c yaitu Izin Menteri Perin­
dustrian dan Perdagangan RI yang dikeluarkan 
oleh pejabat yang berwenans; 

e. bagi usaha untuk penyembuhan suatu penyakit 
harus di lengkapi pula d ngan 
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1. Surat Keterangan basil analiaa dan diag -
nosa dari dokter dan/atau tenaga ahli 
lainnya yang memiliki komi tmen keahlian 
ilmiah dan integritaa moral yang dapat 
dipertanggungjawabkan; 

2. Surat rekomendaai dari Dinas Keaehatan 
Kabupaten Kebumen; 

3. Surat Rekomendasi dari Majelie Ulama 
Indonesia (MUI) Kabupaten Kebumen. 

Pasal 6 

(1) Usaha Minuman Keraa Beralkohol sebagaimana di -
makaud pasal 5, harus di tempat tertentu yang 
ditetapkan oleh Bupati. 

(2) Tempat tertentu aebagaimana dimakaud ayat (1) -
dilarang berdekatan dengan tempat peribadatan, 
sekolah, rumah aakit, dan/atau tempat umum. 

Bagian Kedua 
Pengawasan 
Paaal 7 

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah 
ini dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati. 

Paaal 8 

Untuk pelaksanaan pengawaaan aebagaimana dimaksud 
pasal 7, aemua komponen Tim Pengawaa harua bertin­
dak secara koordinatif. 
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BAB IV 
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN 

Bagian Pert.ama 
Ketentuan Pidana 

Pasal 9 

Barans siapa terbukti beraalah memproduksi Minuman 
Keras dipidana kurungan aekurang-kurangnya lima 
bulan dan aelama-lamanya enam bulan atau denda 
serendah-rendahnya Rp. 4.000.000,00 (empat juta 
rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,00 
( lima juta rupiah). 

Paaal 10 

Barang siapa terbukti beraalah mengedarkan dan 
memperdagangkan Minuman Keraa dipidana kurungan 
sekurang-kurangnya empat bulan dan aelama-lamanya 
enam bulan atau denda serendah-rendahnya 
Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan setinggi­
tingginya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). 

Pasal 11 

Barang siapa terbukti berealah menimbun dan menyim­
pan Minuman Keras dipidana kurungan sekurang­
kurangnya tiga bulan dan selama-lamanya enam bulan 
atau denda serendah-rendahnya Rp. 2.000.000,00 (dua 
juta rupiah) dan setinggi-tingginya Rp.5.000.000,00 
(lima juta rupiah). 

Paaal 12 

Barang siapa terbukti bersalah mengoplos dan menja­
mu Minuman Keras dipidana kurungan sekurang-
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kurangnya dua bulan clan ae lama- lamanya enam bulan 
atau denda serendah-rendahnya Rp.1.000.000,00 (aatu 
juta rupiah) dan aetinsgi-tingginya Rp.5.000.000,00 
(lima juta rupiah). 

Paaal 13 

Barans siapa terbukti bersalah membawa, meminum 
Minuman Keraa dipidana kurungan aekurang-kurangnya 
aatu bulan dan selama-lamanya enam bulan atau denda 
aerendah-rendahnya Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu 
rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,00 
{ 1 ima juta rupiah) dan pidana tambahan yai tu di­
karantina di panti rehabilitasi bagi yang sudah 
kecanduan. 

Paaal 14 

Apabila pelaku tindak pidana pelanggaran eebagaima­
na dimakaud paaal 9, 10, 11, 12 dan 13 adalah anak­
anak, maka berlaku ketentuan KUHP BAB Ill Paaal 45, 
46 dan 47. 

Pasal 15 

(1) Barang aiapa terbukti beraalah melanggar keten­
tuan paaal 5 ayat (1) dan (2) huru£ a, b, c, d 
dan/atau pasal 6 ayat (1) dan (2) dipidana 
kurungan aekurang-kurangnya lima bulan dan 
selama-lamanya enam bulan atau denda eerendah­
rendahnya Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) 
dan aetinggi-tingginya Rp. 5.000.000,00 {lima 
juta rupiah). 
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(2) Barang siapa terbukti bersalah melanggar pasal 
5 ayat (2) huruf e dipidana kurungan eekurang­
kurangnya eatu bulan dan eelama-lamanya enam 
bulan atau denda serendah-rendahnya 
Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 
setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,00 (lima juta 
rupiah). 

Paaal 16 

Bagi tindak pelanggaran yang dikenakan pidana 
sebagaimana diatur pasal 9, 10, 11, 12 dan 15 
dikenakan pidana tambahan yai tu usahanya di tut up 
dan barang buktinya disita untuk dimuanahkan. 

Bagian Kedua 
Penyidikan 
Pasal 17 

(1) Penyidikan, penuntutan dan pemerikaaan di ai -
dang pengadilan terhadap pelanggaran Minuman 
Keras dilakukan b erdasarkan peraturan peru­
ndang-undangan yang berlaku. 

(2) Untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran 
ketentuan Peraturan Daerah ini di tusaskan 
kepada petugas penyidik Kepolisian Republik 
Indonesia (POLRI ) dan/atau Penyidik Pegawai 
Neseri Sipil {PPNS) di lingkunsan Pemerintah ' 
Daerah. 

(3) Untuk pelakaanaan tugaa penyidikan sebagaimana 
dimaksud ayat (1), bagi setiap penyidik berlaku 
ketentuan Undang-undaJtB'· Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peratu­
ran Daerah Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen. 





13 

BAB V 
KETENTUAN PERALIHAN 

Paaal 18 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka 
pengertian Minuman Keras adalah Minuman Keras 
sebagaimana dimaksud pada BAB I Paaal 1 huruf e. 

Pasal 19 

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Dae -
rah ini, akan diatur lebih lanjut aesuai dengan 
peraturan perundangan yang berlaku. 

(2) Sepanjang mengenai hal-hal yang menyangkut pe -
lakaanaan Peraturan Daerah ini, pengaturan 
lebih lanjut dilakukan oleh Bupati. 

BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

Paaal 20 

Peraturan Daerah ini dapat diaebut Peraturan Daerah 
Tentans Minuman Keras . 

Paaal 21 

(1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

( 2) Pada aaat mulai ber lakunya Peraturan Dae rah -
ini, maka dinyatakan tidak ber laku lagi Per­
aturan Daerah tentang Penjualan Minuman Keraa 
dalam Daerah Kabupaten Kebumen, yang ditetapkan 
pada tanggal 21 Agustua 1952, diaahkan tanggal 
10 Oktober 1952 dan diundanskan dalam Lembaran 
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Daerah tanggal 15 Nopember 1952 Seri C Nomor 11 
yang telah diubah dua kali: 

1. Perubahan kesatu ditetapkan tanggal 16 Juni 
1958, disahkan tanggal 28 Agustus 1958 dan 
diundangkan dalam Lembaran Daerah Tahun 1959 
Seri C Nomor 10 . 

2. Perubahan Kedua ditetapkan tanggal 12 Juni -
1962, disahkan t anggal 6 September 1962 dan 
diundangkan dalam Lembaran Daerah Tahun 1962 
Seri C Nomor 149. 

Asar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, 
memerintahkan pengundansan Peraturan Daerah ini 
dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten 
Kebumen. 

Ditetapkan di Kebumen 
pada tanggal 25 Februari 2000 

BUPATI KEBUMEN 

t.t . d 

H. AMIN SOEDIBYO 

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 
Tahun 2000 Nomor 2 Ser i C Nomor 1 pada tanggal 4 
Maret 2000. 

SEKRETARIS DAERAH KABUt;ZK~ 
H. SOEFIA.RDI,, SH 

PEMBINA UTAMA MUDA 
NIP. 500032375 





PENJELASAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN 

NOMOR 2 TAHUN 2000 

TENTANG 

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN KERAS 

I. PENJELASAN UMUM 

Bahwa Minuman Keras apapun bentuknya yai tu 
baik yang mengandung alkohol ataupun tidak, se­
muanya bertentangan dengan norma/moral agama. 
Madho rot ( keburukan) yang di timbulkan lebih besar . 
tidak sebanding dengan manfaat yang dipetik; yaitu 
membahayakan kesehatan jasmani dan rokhani, mengan­
cam masa depan generaai muda, dapat mengganggu 
keamanan dan ketertiban masyarakat, bahkan termasuk 
menjadi salah satu faktor terjadinya tindak kekera­
san dan kriminalitas. Beberapa bahaya akibat penya­
lahgunaan Minuman Keras antara lain yaitu: 

- minum dalam jumlah sedikit 
a. kehilangan rasa cemas; 
b. kehilangan rasa malu 
c. menjadi pemberani. 

- minum dalam jumlah banyak 
a. jalan sempoyongan; 
b. daya ingatan berkurang/bingung 
c. kemampuan menilai sesuatu tidak lagi efektif ; 
d. bicara tidak lagi terkontrol. 

- minum dalam jumlah over dosis 
a. berakibat kelumpuhan; 
b. denyut nadi tidak normal 
c. pingsan / koma; 
d. berakibat kematian. 
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Bahwa cukup maraknya terjadi penyalahgunaan 
Minuman Keras di Kabupaten Kebumen salah satu 
penyebabnya adalah lemahnya pengawasan clan pengen- . 
dalian terhadap Minuman Keras dikarenakan belum 
adanya kesamaan persepsi mengenai Minuman Keras 
utamanya dikarenakan belum adanya Peraturan Daerah 
tentang Minuman Keras yang aspiratif, kondusif dan 
normatif, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah e tentang Pendalian dan Pengawasan Minuman Keras. 

-

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 huruf a -
s/d o 

Pasal 2 ayat (1) -
huruf a s/d c 
huruf d 

ayat (2) 

Pasal 3 s/d Pasal 5 

Pasal 6 ayat ( 1) 

ayat (2) 

Pasal 7 s/d -
Pasal 21 

. . 

Cukup jelas. 

cukup jelas. 
bahwa kenyataan di masyara -
kat khususnya di kalangan 
generasi muda terdapat 
Minuman Keras hasil oplosan 
yaitu campuran dari berbagai 
macam bahan atau produk 
Minuman Keras dan/atau 
tradisional yang dapat 
membuat orang mabuk. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Yang dimaksud berdekatan -
tempat peribadatan, sekolah, 
rumah sakit. dan/atau t.empat 
umum radius 500 m. 

Cukup jelas. 
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